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RINGKASAN
Administrasi yang besar merupakan isu utama dalam penyelenggaraan manajemen kebijakan
saat ini. Permintaan luar biasa daerah kepada otoritas publik untuk melakukan administrasi
yang besar sesuai dengan perluasan informasi publik meskipun dampak globalisasi (Umar et
al.,2018: 136). Dalam menjalankan kapasitasnya, perangkat kelurahan memiliki banyak usaha,
beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Merencanakan latihan Kelurahan dengan
memperhatikan pengaturan peraturan dan sumber informasi yang dapat diakses sebagai aturan
untuk melaksanakan latihan, Melakukan penilaian/survei untuk melacak menyusun
susunan/strategi pilihan bagi atasan dan Merumuskan gagasan arahan khusus melalui penilaian
sebagai bahan pengarahan, pengendalian, pemeriksaan dan penilaian dalam penyelenggaraan
pemerintahan, kerukunan dan permintaan masyarakat, penguatan wilayah setempat, dan
dukungan yayasan dan dinas publik di Kelurahan tingkat. Tingkat kemajuan eksekusi, ilmuwan
menggunakan hipotesis George Edward 1II, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan
Struktur Birokrasi. Juga, jenis pemeriksaan yang terlibat bersifat subjektif dengan sifat
mencerahkan yang melibatkan triangulasi sumber sebagai penyelidikan informasi. Hasil dari
penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota dalam mengakui
administrasi besar. Pemkab Tlogomas bertanggung jawab sepenuhnya atas program yang
dilakukan. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah sub-daerah juga
berkoordinasi dengan dinas keuangan dan sumber daya provinsi sebagai administrator, divisi
otoritas publik dan departemen tinjauan interior. Sampai saat ini, kelompok masyarakat
Tlogomas telah menjawab dengan baik atau menjunjung tinggi pelaksanaan tanggung jawab

dan daerah setempat telah mengambil bagian
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BAB 1

Administrasi yang besar merupakan isu utama dalam penyelenggaraan administrasi
kebijakan saat ini. Tuntutan serius yang dilakukan oleh daerah kepada otoritas publik untuk
melakukan administrasi yang besar sesuai dengan perluasan derajat informasi publik terlepas
dari dampak globalisasi (Umar et al., 2018: 136). Rochman (2000) menyatakan bahwa
administrasi adalah komponen untuk mengawasi aset moneter dan sosial yang mencakup
dampak wilayah negara dan wilayah non-pemerintah dalam pengerahan agregat.

Besar pemerintahan provinsi, yang dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan
pemberian kemerdekaan, yaitu menggarap bantuan perangkat kewenangan publik di kabupaten
dan meningkatkan bantuan pemerintah individu, menumbuhkan kehidupan berbasis
popularitas, meningkatkan rasa etnis, kesetaraan, nilai, dan kebebasan lokal serta menjaga
hubungan yang baik antara fokus dan wilayah. Unsur-unsur administrasi akhir-akhir ini
menggarisbawahi sinergitas hubungan sektoral antara otoritas publik, daerah rahasia dan
masyarakat umum sebagai bentuk kerja sama publik dalam administrasi dan pergantian
peristiwa yang dapat dikelola (UNDP, 1997). Kondisi ini merupakan keputusan otoritas publik
untuk menjalankan administrasinya secara voting based dan bertanggung jawab karena
keyakinan ini merupakan isu yang paling nyata dan secara literal dilihat sebagai hipotesis lain
dari implementasi kebijakan (Frederickson dan Smith, 2004).

Dalam distribusi yang didistribusikan oleh sekretariat Partnership for Governance,
dinyatakan bahwa administrasi besar adalah kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah,
penduduk dan daerah rahasia untuk organisasi bangsa atau negara. Artinya, administrasi besar
adalah pemahaman tentang pedoman negara yang dibuat bersama oleh otoritas publik,
masyarakat umum dan daerah rahasia. Oleh karena itu, untuk pengakuan administrasi yang
baik, pertukaran diperlukan antara penghibur yang signifikan di negara bagian. Sehingga
semua perkumpulan merasa memiliki rencana. Tanpa pemahaman yang dibawa ke dunia dari
wacana ini, kesuksesan tidak akan tercapai karena tujuan politik dan moneter individu
terhambat.

UNDP mencirikan administrasi besar sebagai hubungan sinergis dan produktif antara
ekspres, wilayah rahasia dan masyarakat (masyarakat). Lebih lanjut, Nisjar (1997)
mengemukakan bahwa administrasi besar secara keseluruhan mengandung komponen-

komponen utama yang terdiri dari tanggung jawab, keterusterangan, transparansi dan hukum




dan ketertiban. Apalagi kesimpulan yang berbeda-beda seperti yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000. Yang dimaksud dengan Good Governance itu
direncanakan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan dan menerapkan
standar keterampilan, tanggung jawab, keterusterangan, bantuan yang luar biasa, suara
berdasarkan sistem, kecakapan, kelangsungan hidup, hukum dan ketertiban dan memuaskan.
oleh seluruh wilayah setempat (UNDP, 1997).

LAN dan BPKP (2000) merekomendasikan bahwa, makna Good Governance

mengandung dua implikasi: Pertama, esteem yang memelihara keinginan/kehendak individu,
dan nilai-nilai yang dapat membangun kapasitas individu untuk mencapai tujuan (publik)
kebebasan, pergantian yang mendukung. peristiwa dan hak-hak sipil. Kedua, bagian utilitarian
dari pemerintahan yang layak dan efektif dalam melakukan kewajibannya untuk mencapai
tujuan tersebut.
Atribut umum atau standar administrasi yang baik umumnya saling mendukung dan saling
terkait dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Selain itu, cenderung beralasan bahwa ada empat
komponen atau aturan mendasar yang dapat memberikan garis besar implementasi kebijakan
yang digambarkan oleh administrasi besar, khususnya sebagai berikut: Akuntabilitas, yaitu
komitmen otoritas pemerintah untuk berjalan sebagai individu dalam mengendalikan dan
bertanggung jawab atas semua kegiatan dan strategi yang mereka tetapkan. Keterbukaan,
tepatnya administrasi besar akan langsung kepada kerabatnya, baik pada tingkat pusat dan
peraturan lokal dan rasa keadilan wilayah lokal untuk setiap strategi terbuka yang diambil
(Mardiasmo, 2006).

Sifat-sifat administrasi yang baik di atas menunjukkan aspek-aspek yang sangat
potensial bila diterapkan dalam penyelesaian yang dibuat oleh suatu perkumpulan apapun
strukturnya. Dibutuhkan keyakinan atau kepercayaan bersertifikat dari HR yang merancang
dan melakukan tugas utama dan elemen dari sebuah asosiasi tidak peduli apa strukturnya sesuai
dengan sifat-sifat yang terkandung dalam atribut administrasi yang baik. Bagaimanapun, itu
juga membutuhkan kemampuan keterampilan mengesankan yang diharapkan memenuhi
syarat.

Ide administrasi yang baik di atas harus diubah menjadi presentasi asosiasi. Misalnya,
dalam kemerdekaan provinsi, khususnya pelaksanaan desentralisasi kekuasaan oleh
pemerintahan lingkungan negara bagian, kualitas atau sifat pemerintahan yang baik harus
diubah menjadi cara paling umum untuk melaksanakan kemerdekaan daerah untuk mencapai

prestasi besar (kritis). Kunci utama untuk melihat administrasi yang hebat adalah pemahaman




tentang standar di dalamnya. Besar dan buruknya administrasi dapat dinilai dengan asumsi
telah bersinggungan dengan seluruh komponen standar administrasi yang baik.

Eksekusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan prasyarat yang
merepotkan yang harus dipenuhi oleh setiap komponen penyelenggara negara. Administrasi
khawatir tentang pemerintahan dewan menjalankan yang sadar dan sesuai dengan sistem aturan
mayoritas dalam komponen pasar, dan terkait dengan upaya untuk mencegah pencemaran,
nepotisme, dan kepuasan. Dengan demikian, secara wajar dapat mendorong kerangka
peraturan yang lebih partisipatif dan menjamin rasa keadilan bagi kepentingan publik (Umar
etal., 2018).

Kelurahan Tlogomas adalah sebuah kota yang terletak di Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang. Kota ini terdiri dari 9 RW (Rukun Warga) dan 49 RT (Rukun Tetangga). Kantor
kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru beralamat di Jalan Raya Tlogomas No 56. Desa
Tlogomas dimotori oleh seorang Lurah yang dalam menyelesaikan kewajibannya Lurah
dibantu oleh 10 orang pegawai. Pendampingan Desa Tlogomas berpartisipasi dalam berbagai
bidang, termasuk sekolah, kesejahteraan umum, ekonomi, keamanan dan permintaan,
pemerintah, organisasi wilayah setempat, hingga melibatkan bantuan pemerintah keluarga
(Profil Desa Tlogomas, 2019).

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) kelurahan Tlogomas, Kec. Lowokwaru tertuang
dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Profil Kota Tlogomas).
Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Tugas dan
Fungsi, Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengendalikan pemerintahan,
kerukunan dan permintaan masyarakat, penguatan wilayah setempat, dan penyelenggaraan
yayasan dan dinas publik di tingkat Kelurahan. . Dalam menjalankan fungsinya, perangkat kota
memiliki banyak usaha, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Merencanakan latihan Kelurahan dengan mempertimbangkan pengaturan Peraturan
Perundang-undangan dan sumber informasi yang dapat diakses sebagai aturan untuk
melaksanakan latihan;

b) Melakukan penilaian/survei untuk melacak pengaturan/pendekatan elektif untuk bos;

¢) Mengembangkan gagasan aturan khusus melalui evaluasi sebagai bahan arahan,
pengendalian, pengamatan dan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerukunan dan
permintaan masyarakat, penguatan wilayah setempat, dan dukungan yayasan dan kantor publik

di tingkat Kelurahan;




Oleh karena itu, mengingat penggambaran di atas, pencipta sangat tertarik untuk
mengarahkan penelitian dengan judul “Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi
Pemerintah Kelurahan dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Di Kelurahan

Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)”.

1. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah implementasi akuntabilitas pemerintah kelurahan dalam mewujudkan
Good Governance?

b. Bagaimanakah implementasi transparansi pemerintah kelurahan dalam mewujudkan

Good Governance?

2. Tujuan Penulisan
Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi akuntabilitas dan transparansi pemerintah

kelurahan dalam mewujudkan Good Governance.

3. Manfaat
a. Manfaat Teoritis
Sebagai sumbangan peningkatan mutu pelayanan sebagai aparatur pemerintah.
b. Manfaat Praktis
Sebagai sumbangan kepada pemerintah kelurahan khususnya dalam meningkatkan

implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan Good Governance.
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